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RINGKASAN 

Masmulia, Desember 2024. PROBLEMATIKA PENGATURAN BATAS 

USIA MINIMAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN: STUDI 

PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. 

Dosen Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D. 

 

Penelitian ini membahas kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945. Putusan tersebut 

mengubah ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil 

presiden dengan menambahkan alternatif berupa pengalaman sebagai pejabat 

yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Kontroversi utama muncul karena: (1) 

Putusan MK ini dianggap sarat kepentingan politik dan dinasti (2) Ketua MK 

Anwar Usman adalah saudara ipar Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran 

Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden (3) Putusan ini dikeluarkan 

dalam situasi politik yang sedang meningkat menjelang Pilpres 2024 (1) Hakim 

Anwar Usman dinyatakan melanggar prinsip independensi berdasarkan Putusan 

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan kasus (Case Approach) untuk menganalisis perbedaan interpretasi 

hakim dalam dissenting opinion serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem 

politik dan demokrasi di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis hukum berupa 

interprestasi, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat 

norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa.dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023, terdapat 4 hakim konstitusi yang menyampaikan pendapat berbeda 

(dissenting opinion). Berikut adalah poin-poin penting dari pendapat mereka: 

1. Wahiduddin Adams: Beliau berpendapat bahwa persyaratan usia dalam 

Pasal 169 huruf q UU Pemilu termasuk dalam ranah open legal policy atau 

kebijakan hukum terbuka. Artinya, pembentuk undang-undang (DPR dan 

Presiden) memiliki keleluasaan untuk menentukan batasan usia 

berdasarkan berbagai pertimbangan. MK seharusnya tidak mengintervensi 

kebijakan tersebut kecuali jika terbukti melanggar prinsip-prinsip 

konstitusi yang fundamental. 

2. Saldi Isra: Beliau menyoroti adanya perubahan pendapat di antara hakim 

konstitusi dalam perkara ini dibandingkan dengan perkara sebelumnya. 

Perubahan ini dianggap inkonsisten dan menimbulkan pertanyaan 

mengenai independensi dan objektivitas putusan. 
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3. Suhartoyo: Beliau berpendapat bahwa pemohon dalam perkara ini 

seharusnya tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena 

tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang spesifik 

dan aktual. 

4. Arief Hidayat: Beliau menyoroti adanya kejanggalan terkait penarikan 

dan pembatalan penarikan permohonan yang melanggar ketentuan formil 

UU MK dan Peraturan MK. 

Dissenting opinion ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan 

kewenangan antar lembaga negara, memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi 

dalam pemilu, dan membatasi intervensi MK dalam ranah open legal policy. 

Perdebatan ini memperkaya diskursus hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, 

khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan 

berintegritas. Keberadaan dissenting opinion juga memperkuat legitimasi putusan 

MK secara keseluruhan, karena menunjukkan adanya proses pengambilan 

keputusan yang deliberatif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah 

persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan 

kontroversi dan berdampak signifikan terhadap sistem politik dan demokrasi di 

Indonesia. Kontroversi utama muncul karena dugaan konflik kepentingan, di 

mana Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan salah 

satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari putusan tersebut (Gibran 

Rakabuming Raka). Selain itu, perubahan paradigma yang terjadi secara 

mendadak (dalam waktu 48 jam) setelah putusan sebelumnya yang menolak 

pengujian batasan usia, serta beberapa hakim yang tiba-tiba mengubah 

pendiriannya, semakin menguatkan keraguan terhadap independensi MK. 

Di satu sisi, putusan ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontestasi 

dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dapat meningkatkan diversitas 

kandidat dan partisipasi pemilih muda. Namun di sisi lain, banyak pihak 

menganggap bahwa putusan ini telah mencederai prinsip keadilan, merusak proses 

demokrasi, dan melemahkan sistem check and balances antar lembaga negara di 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

Masmulia, Desember 2024. PROBLEMATIKA PENGATURAN BATAS 

USIA MINIMAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN: STUDI 

PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. 

Dosen Pembimbing Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D. 

 

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

yang mengubah persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden di 

Indonesia. Fokus penelitian adalah pada perbedaan interpretasi hakim dalam 

dissenting opinion dan implikasi putusan terhadap sistem politik dan demokrasi di 

Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

kasus, penelitian ini menganalisis adanya konflik kepentingan dalam pengambilan 

putusan karena hubungan kekerabatan antara Ketua MK dengan pihak yang 

mendapat manfaat langsung dari putusan tersebut. Fenomena ini menunjukkan 

terjadinya judisialisasi politik, di mana pengadilan berubah menjadi institusi 

politik. Hasil penelitian menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap 

mekanisme pengambilan putusan di MK, terutama dalam kasus-kasus yang 

melibatkan konflik kepentingan, demi menjaga integritas dan independensi 

lembaga peradilan tertinggi serta menjamin kualitas demokrasi di Indonesia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon 

presiden/wakil presiden memicu kontroversi dan perdebatan di Indonesia. 

Dissenting opinion dari empat hakim konstitusi menyoroti perbedaan interpretasi 

terkait konsep open legal policy, kewenangan MK sebagai negative legislator, 

aspek formil permohonan, dan legal standing pemohon. Putusan ini berimplikasi 

pada pergeseran keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, ketidakpastian 

hukum terkait open legal policy, potensi konflik kepentingan dan erosi 

kepercayaan publik, dinamika politik dan pemilu, serta perdebatan tentang 

interpretasi konstitusi dan peran MK. Penelitian ini menganalisis perbedaan 

interpretasi hakim dalam dissenting opinion dan mengkaji implikasi putusan 

tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. 

 

Kata kunci (keyword): Mahkamah Konstitusi, Dissenting opinion, sistem politik 

dan demokrasi 
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